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BUPATI KETAPANG
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI KETAPANG
NOMOR 26 TAHUN 2018

TENTANG

TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK MINERAL-ZU¥ AN LOGAM DAN BATUAN

Menimbang

Mengingat

s 1.

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KETAPANG,

: a. bahwa sehubungan dengan terbitnya Peraturan Daerah

Nomor 11 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan
Daerah Nomor 14 Tahun 2011 tentang Pajak Mineral Bukan
Logam dan Batuan, dan Peraturan Daerah Nomor 10
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat

~Daerah Kabupaten Ketapang, maka Peraturan Bupati

Nomor 15 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan
Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Pajak Mineral

Bukan Logam dan Batuan perlu diganti untuk disesuaikan
kembali;

. bahwa berdasarkan pertifnbangan sebagaimana dimaksud

pada huruf (a), perlu menetapkan Peraturan Bupati Ketapang
tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam
dan Batuan di Kabupaten Ketapang.

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan
Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1953 Nom:.or 2, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara
Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981
Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3209);

. Undang-Undang Nomor &6 Tahun 1983 tentang Ketentuan

Umum dan Tata Cara Perpajalkkan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah beberapa
kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun
2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomeor 4999);
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10.

11.

12.

———

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan
Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1997 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3091) sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997
tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa {Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan
Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002
Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4189);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah
dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5049);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587} sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang
Pelaksanaan Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 6, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan
Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab
Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5145);

Peraturan Pemerintah Nomor 135 Tahun 2000 tentang Tata
Cara Penyitaan dalam rangka Penagihan Pajak dengan Surat
Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000
Nomor 247, Tambahan Lembaran N&gara Republik Indonesia
Nomor 4049);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

i

Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata cara
Pemberian dan Pemanfaatarr insentif Pemungutan Pajak
Daerah dan Retribusi Dazrah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5161});
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13. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis
Pajak Daerah yang dipungut berdasarkan Penetapan Kepala
Daerah atau dibayar sendiri oleh Wajib Pajak (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5179);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang
Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah
(Lembaran Negara Republil: Indonesia Tahun 2016 Nomor 244,
Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5950);

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011,

16. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 17
Tahun 2010 tentang Tata Cara Penetapan Harga Patokan
Penjualan Mineral dan Batu Bara (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 643);

17.Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten
Ketapang Tahun 2009 Nomor 2); f“

18.Peraturan Daerah Nomor 10 tahun 2016 tentang Pembentukan
dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten
Ketapang Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Ketapang Nomor 59);

10.Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2011 tentang Pajak
Mineral Bukan Logam dan Batuan sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2017 tentang
Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2011
tentang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (Lembaran
Daerah Kabupaten Ketapang Nomor 11);

20.Peraturan Bupati Nomor 64 Tahun 2016 tentang Kedudukan,
Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan
Pendapatan Daerah Kabupaten Ketapang (Berita Daerah
Kabupaten Ketapang Tahun 2016 Nomor 64);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN
PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN

BAB 1
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Ketapang;

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur
penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; ‘

3. Bupati adalah Bupati Ketapang;

W
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

Badan Pendapatan Daerah adalah Badan Pendapatan Daerah Kabupaten
Ketapang;

Kas Umum Daerah adalah Kas Pemerintah Kabupaten Ketapang;
Kepala Badan adalah Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Ketapang;

Pejabat adalah pegawal yang diberi tugas tertentu di bidang perpajakan daerah
sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah pajak atas kegiatan
pengambilan Mineral Bukan Logam dan Batuan, baik dari sumber alam di dalam
dan/atau permukaan bumi dimanfaatkan;

Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah Mineral Bukan Logam dan Batuan
sebagaimana dimaksud di dalam peraturan perundang-undangan di bidang
mineral dan batu bara;

Subjek Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah Orang Pribadi atau
Badan yang dapat dikenakan pajak;

Wajib Pajak adalah Orang Pribadi atau Badan, meliputi pembayaran pajak,
pemotongan pajak, pemungutan pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban
perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
perpajakan daerah;

Masa Pajak adalah jangka waktu 1 {satu) bulan kaiender atau jangka waktu lain
yang diatur dengan Peraturan Bupati paling lama 3 (tiga) bulan kalender, yang
menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, memperhitungkan,
menyetor, dan melaporkan pajak yang terhutang;

Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 {satu) tahun kalender, kecuali
bila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tldak sama dengan tahun
kalender;

Pajak yang terhutang adalah pajak yang harus d1bayar pada suatu saat, dalam
Masa Pajak, dalam Tahun Pajak, atau dalam Bagian Tahun Pajak sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah;

Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data
objek dan subjek pajak atau retribusi, penentuan besarnya pajak atau retribusi
yang terhutang sampai dengan kegiatan penagihan pajak atau retribusi kepada
Wajib Pajak serta pengawasan penyetorannya,

Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah untuk selanjutnya disebut NPWPD, adalah
nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak Daerah sebagai sarana dalam
administrasi perpajakan daerah yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri
atau identitas Wajib Pajak Daerah dalam melaksanakan hak dan kewajiban
perpajakannya;

Formulir Pendaftaran Wajib Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat FPWPD,
adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk mendaftarkan dan
melaporkan data objek pajak dan subjek pajak daerah terkait identitas
kepemilikan dan pengelolaan bidang usaha yang dilakukan sesuai dengan
peraturan perundang-undangan perpajakan daerah;

Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPTPD, adalah
surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan
dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak,
dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan perpajakan daerah,;

Surat Setoran Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SSPD adalah bukti
pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan
formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat
pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati;
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20.

21.

22,

23.

24,

25.

26.

27.
28.
29,
30.

31.

32.

33.

Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, yang selanjutnya disingkat
SKPDKB, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumiah
pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak,
besarnya sanksi administrasi dan jumlah yang masih harus dibayar;

Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, yang selanjutnya
disingkat SKPDKBT, adalah surat ketetapan najak yang menentukan tambahan
atas jumlah pajak yang telah ditetapkan;

Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, yang selanjutnya disingkat SKPDN, adalah
surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah pokok pajak sama besarnya
dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terhutang dan tidak ada kredit
pajak;

Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDLB,
adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran
pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar daripada pajak yang terhutang
atau seharusnya dibayar;

Surat Tagihan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat STPD, adalah surat
untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administrasi berupa bunga
dan/atau denda;

Surat Paksa adalah surat perintah membayar hutang pajak dan biaya penagihan
pajak;
Sarana Pungut adalah dokumen administrasi yang dipergunakan untuk

melakukan pemungutan berupa kartu NPWPD, SSPD, SPTPD, SKPDXKB,
SKPDKBT, SKPDN, SKPDLB, STPD, dan dokumen lain yang dipersamakan;

Surat Keputusan Pembetulan adalah Surat Keputusan yang membetulkan
kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan dalam penerapan
ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan daerah
yang terdapat dalam SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, SKPKLB, STPD, Surat
Keputusan Pembetulan atau Surat Keputusan Keberatgn;

Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap
SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, SKPKLB, STPD, atau terhadap pemotongan atau
pemungutan oleh pihak ketiga yang cha_]ukan oleh Wa_ub Pajak;

Banding adalah upaya hukum yang dlakukan ,eleh Wajib Pajak atau
Penanggung Pajak terhadap suatu keputusan yang -dapat diajukan banding,
berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang
berlaku;

Putusan Banding adalah putusan badan peradilan pajak atas banding terhadap
Surat Keputusan Keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak;

Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur
untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta,
kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta jumlah harga perolehan dan
penyerahan barang atau jasa, yang ditutup dengan penyusunan laporan
keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi untuk periode Tahun Pajak
berakhir;

Omezet adalah jumlah uang hasil penggunaan tenaga listrik selama suatu masa
jual;

Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data
keterangan dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan professional
berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan
kewa31ban perpajakan daerah dan retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam
rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan
daerah;
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34. Surat Perintah Pemeriksaan Pajak Daerah selanjutnya disingkat SP2PD adalah

35.

36.

37.

38.

39.

surat perintah pemeriksaan dari Badan Pendapatan Daerah kepada Pemeriksa
atau Tim Pemeriksa dalam hal pengajuan keberatan Pajak Daerah atau terdapat
indikasi kewajiban pajak daerah yang tidak dipenuhi;

Penyidik adalah pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah
Kabupaten Ketapang yang diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk
melakukan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Penyidikan Tindak Pidana di bidang perpajakan daerah adalah serangkaian
tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan
bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pitihna di bidang perpajakan
daerah serta menemukan tersangkanya; "

Juru Sita Pajak adalah pelaksana tindakan penagihan pajak yang meliputi
penagihan seketika dan sekaligus, pemberitahuan surat paksa, penyitaan dan
penyanderaan;

Penagihan seketika dan sekaligus adalah tindakan penagihan pajak yang
dilaksanakan oleh Juru Sita Pajak kepada Wajib Pajak atau Penanggung Pajak
tanpa menunggu jatuh tempo pembayaran yang meliputi seluruh hutang pajak
dari semua jenis pajak, Masa Pajak, Tahun Pajak dan Bagian Tahun Pajak;

Pengawasan adalah serangkaian kegiatan untuk mengawasi pemenuhan
kewajiban perpajakan Wajib Pajak dan menegakkan ketentuan peraturan
perundang-undangan perpajakan daerah.

BAB II
RUANG LINGKUP
Pasal 2

Peraturan Bupati ini mengatur penyelenggaraan untuk jenis Pajak Mineral Bukan
Logam dan Batuan yang meliputi : -

M E @M R o

objek dan subjek pajak;

tarif dan cara penghitungan pajak;

tata cara pendaftaran Wajib Pajak;

tata cara pengisian SPTPD;

tata cara penerbitan SKPDKB dan SKPDKBT;

tata cara pembayaran angsuran dan penundaan pembayaran pajak;
tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan pajak;

tata cara pengembalian kelebihan pembayaran pajak; dan _
kriteria Wajib Pajak dan penentuan besaran omzet, séfta tata cara pembukuan
atau pencatatan, '

BAB IIf
OBJEK DAN SUBJEK PAJAK
Pasal 3

(1) Dengan nama Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, dipungut Pajak atas

setiap-kegiatan pengambilan Mineral Bukan Logam dan Batuan.

(2) Objek Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah kegiatan pengambilan

Mineral Bukan Logam dan Batuan yang meliputi :
1. Gra;ﬁt;
2. Pasir Kuarsa;
3. Fos:fat;
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Asbes;
Talk;
Mika;
Magnesit;
Yarosit;

. Oker;,

Ball Clay;

. Fire Clay;
. Zeolit;
. Kaolin;

Fledspar;
Bentonit;

. Gipsum;

Dolomit;
Kalsit;

. Zirkon;

Tawas;

. Perlit;

Garam Batu,

. Clay;

. Tras;

. Obsidian;

. Marmer;

. Tanah Diatome;
. Tanah Serap (Fuliers Earth);
. Granit;

. Granodiorit;

. Andesit;

. Gabro;

. Peridotit;

. Basalt;

. Trakhit;

Leusit;

. Tanah Liat;

. Tanah Urug;

. Batu Apung;

. Diorit;

. Batu Gunung Quarry Besar;
. Kerikil Galian dari Bukit;

. Kerikil Sungai;

. Batu Kali;

Kerikil Sungai Ayak Tanpa pasir;

. Pasir Urug;

Pasir Pasang;

. Kerikil Berpasir Alami (Sirtu);
. Bahan Timbunan Pilihan (Tanah);
. Urukan Tanah Setempat;

e
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51. Tanah Merah (Laterit);
52. Pasir Laut; dan
53. Pasir yang tidak mengandung unsur mineral logam atau unsur mineral bukan
logam dalam jumlah yang berarti ditinjau dari segi ekonomi pertambangan.
(3) Dikecualikan dari objek Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan sebagaimana
dimaksud pada ayat (2} adalah : '
a. kegiatan pengambilan Mineral Bukan Logam dan Batuan yang nyata-nyata
tidak dimanfaatkan secara komersial, seperti kegiatan pengambilan tanah

untuk keperluan rumah tangga, pemancangan tiang listrik/telepon,
penanaman kabel listrik/telepon, penanaman pipa air/gas;

b. kegiatan pengambilan Mineral Bukan Logam dan Batuan yang merupakan
. ikutan dari kegiatan pertambangan lainnys; j;ong tidak dimanfaatkan secara
komersial.
Pasal 4
(1) Subjek Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah orang pribadi atau
Badan yang mengambil Mineral Bukan Logam dan Batuan.

(2) Wajib Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah Orang Pribadi atau Badan
yang mengambil Mineral Bukan Logam dan Batuan.

. BAB IV
TARIF DAN CARA PENGHITUNGAN PAJAK
Pasal 5

(1) Dasar pengenaan Pajak Mineral Bukan Lo_-gam. dan Batuan adalah Nilai Jual
Hasil Pengambilan Mineral Bukan Logam dan Batuan. -

(2) Nilai Jual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan mengalikan
volume hasil pengambilan dengan harga standar atau harga patokan penjualan
masing-masing jenis Mineral Bukan Logam dan Batuan.

(3) Harga standar atau harga patokan penjualan sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) adalah harga patokan penjualan yang ditetapkan melalui Keputusan
Gubernur.

Pasal 6

Tarif Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan ditetapkan sebesar 15% (lima belas
persen). '

- Pasal 7
Besaran pokok Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan yang terhutang dihitung

dengan cara mengalikan tarif pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dengan
dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.

BAB YV
TATA CARA PENDAFTARAN WAJIB PAJAK
Pasal 8 .

(1) Setiap Wajib Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan wajib mendaftarkan
usahanya atau Objek Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan kepada Badan
Pendapatan Daerah melalui Bidang Pengelolaan Penerimaan Daerah, paling lama
30 (tiga puluh) hari sebelum kegiatan usaha dimulai, kecuali ditentukan lain;

(2) FPWP]I;} sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diambil sendiri oleh Wajib Pajak di
Bidangz Pengelolaan Penerimaan Daerah;

(3) FPWPI§ sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib diisi dengan benar, jelas,
lengkap dan ditandatangani oleh Wajib Pajak dengan melampirkan :
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a. fotokopi identitas diri/ penanggung Jawab/penerima kuasa
(KTP/SIM/Paspor);

fotokopi akte pendirian perusahaan bagi Badan Usaha;
surat keterangan domisili Badan Usaha;

surat izin usaha dari instansi yang berwenang; dan

I

surat kuasa apabila pemilik/pengelola usaha/ penanggung jawab berhalangan

dengan disertai fotokopi KTP, SIM atau Paspor dari pemberi kuasa.

(4) FPWPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus disampaikan ke Bidang
Pengelolaan Penerimaan Daerah, paling lama 7 (tujuh} hari sejak tanggal
diterima.

BAB VI
TATA CARA PENGISIAN SPTPD
Pasal 9

(1) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan dipungut dengan Self Assessment
System yang memberikan kepercayaan kepada Wajib Pajak untuk menghitung,

memperhitungkan, membayar dan melaporkan sendiri pajak terhutang kepada
Badan Pendapatan Daerah;

(2) Wajib Pajak dalam menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan
sendiri pajak yang terhutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
menggunakan SPTPD.

Pasal 10

(1) Setiap Wajib Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, wajib mengisi SPTPD
dengan benar, jelas, lengkap dan ditandatangani oleh Wajib Pajak serta
menyampaikannya ke Bidang Pengelolaan Penerimaan Daerah;

(2) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diambil sendiri oleh Wajib Pajak di
Bidang Pengelolaan Penerimaan Daerah;

(3) SPTPD berisikan pelaporan atas omzet penerimaan bru"t:g Wajib Pajak;

(4) Penyampaian SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan paling
lama 15 {lima belas) hari kalender setelah berakhirnya Masa Pajak.

Pasal 11

(1) Penyampaian SPTPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (4) harus
disertai lampiran dokumen berupa :

a. rekapitulasi omzet penerimaan bulan yang bersangkutan;

b. rekapitulasi penggunaan berikut tindasan bon penjualan (bill) atau struk cash
register;

c. bukti setoran pajak yang telah dilakukan (tindasan SSPD].

(2} SPTPD dianggap tidak disampaikan apabila tidak ditandatangani oleh Wajib
Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1), dan tidak dilampirkan
keterangan atau dokumen sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 ayat (1).

Pasal 12

(1) Kepala Badan Pendapatan Daerah atas nidmea— Cupati terhadap permohonan
Wajib Pajak dapat memberikan perpanjangan jangka waktu penyampaian SPTPD
palinglama 7 (tujuh} hari kerja,;

(2) Permohonan perpanjangan penyampaian SFTPD oleh Wajib Pajak sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis disertai alasan yang jelas

sebelum batas waktu penyampaian SPTPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal
5 ayat:(3).
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Pasal 13

(1} Wajib Pajak dengan kemauan sendiri dapat membetulkan SPTPD yang telah
disampaikan dengan menyampaikan surat pernyataan tertulis kepada Kepala
Badan Pendapatan Daerah atas nama Bupati, dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari

kerja sesudah berakhirnya masa pajak atau tahun pajak sepanjang belum
dilakukan tindakan pemeriksaan;

(2) Dalam hal Wajib Pajak membetulkan sendiri SPTPD sebagaiman dimaksud pada
ayat (1) yang mengakibatkan hutang pajak menjadi lebih besar, maka dikenakan
sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas jumlah
pajak yang kurang dibayar, dihitung sejak saat berakhirnya SPTPD sampai
dengan tanggal pembayaran akibat dari pembetulan SPTPD.

Pasal 14

Bentuk formulir, isi dan tata cara pengisian FPWPD dan SPTPD sebagaimana
tercantum dalam Lampiran 1 dan Lampiran II dan merupakan bagian yang tidak
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VIX
TATA CARA PENERBITAN SKPDXB DAN SKPDKBT
Pasal 15

(1) Dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sesudah saat terhutangnya pajak, Kepala
Badan Pendapatan Daerah atas nama Bupati dapat melakukan pemeriksaan
atas kebenaran data objek pajak yang tertuang dalam SPTPD;

(2) Berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala
Badan Pendapatan Daerah atas nama Bupati dapat menerbitkan SKPDKB;

(3) SKPDKB diterbitkan dalam hal : :

a.jika berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain, pajak yang
terhutang tidak atau kurang bayar;

b. jika SPTPD tidak disampaikan kepada pejabat yang berwenang dalam jangka
masa pajak dan setelah ditegur secara tertulis tidak disampaikan pada
waktunya sebagaimana ditentukan dalam surat teguran; atau

c. jika kewajiban mengisi SPTPD tidak dipenuhi. pajak yang terhutang dihitung

~ secara jabatan.

(4) Jumlah kekurangan pajak yang terhutang dalam SKPDKB sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) huruf (a) dan huruf (b) dikenakan sanksi administratif
berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang
dibayar atau terlambat dibayar urtuk jangka waktu paling lama 24 {(dua puluh
empat) bulan kalender dihitung sejak saat terhutangnya pajak sampai dengan
diterbitkannya SKPDKB,; '

(5) Jumlah 'pajak yang terhutang dalam SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat
(3) huruf (c), ditetapkan secara jabatan dan dikenakan sanksi administratif
berupa kenaikan sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari pokok pajak
ditambah sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan
dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu
paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terhutangnya pajak.

Pasal 16

(1) Pajak terhutang dihitung secara jabatan set-agaimana dimaksud pada Pasal 15
ayat (3) huruf (c), adalah penetapan besarnya pajak terhutang dilakukan oleh
Kepala Badan Pendapatan Daerah atas nama Bupati, berdasarkan data yang ada
atau keterangan lain yang dimiliki Badan Pendapatan Daerah;

(2) Penetai)an pajak secara jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat
dilakukan apabila :



a. Wajib Pajak tidak menyelenggarakan pembukuan dan pencatatan omzet
usahanya;

b. Wajib Pajak menyelenggarakar. pembukuan dan pencatatan tetapi tidak
lengkap dan/atau tidak benar;

c. Wajib Pajak tidak mau menunjukkan pembukuan dan/atau menolak untuk

diperiksa dan/atau menolak memberikan keterangan pada saat dilakukan
‘pemeriksaan;

d. Wajib Pajak tidak menggunakan bon penjualan atau bill yang berseri dan
bernomor urut dan/atau;

e. Wajib Pajak yang wajib melegalisasi bon penjualan (bill) tidak melegalisasinya
tanpa ada persetujuan Kepala Badan Pendapatan Daerah.

(3} Sebelum dikenakan perhitungan pajak secara jabatan,-petugas pemeriksa telah
melakukan prosedur pemeriksaan sesuai ketentuan peraturan perundang-
undangan yang berlaku; '

e

(4) Penetapan pajak secara jabatan dapat didasarkan atas omzet yang diperoleh
melalui salah satu atau lebih dari 3 (tiga) cara/metode pemeriksaan dengan
tahapan prioritas sebagai berikut : e

a. berdasarkan hasil kas opname;

b. berdasarkan hasil pengamatan langsung di lokasi tempat usaha Wajib Pajak;
c. berdasarkan data pembanding.

Pasal 17

(1) Pemeriksaan hasil kas opname sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (4)
huruf (a), dilakukan sesuai prosedur yang lazim dan dilakukan sekurang-
kurangnya sebanyak 5 (lima)} kali kunjungan dengan waktu dan hari berbeda;

(2) Hasil kas opname sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan dipakai sebagai
nilai omzet per hari yang merupakan nilai rata-rata dari keseluruhan
penerimaan kas menurut hasil kas opname tersebut.

Pasal 18

(1) Pemeriksaan berdasarkan hasil pengamatan langsung di lokasi tempat usaha
Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (4) huruf (b), dilakukan
dengan tindakan penungguan paling sedikit 5 (lima) kali sesuai jam operasi baik
secara terus menerus maupun berselang;

(2) Berdasarkan hasil pengamatan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
omzet/penerimaan ditaksir dan dihitung berdasarkan rata-rata jumlah
penjualan yang disesuaikan dengan jumlah stok opname.

Pasal 19

(1) Pemeriksaan berdasarkan data pembanding sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 16 ayat (4} huruf (c), dilakukan dengan cara membandingkan kondisi
usaha Wajib Pajak dengan kondisi usaha yang sejenis atau sekelas antara lain
dari fasilitas, kapasitas, klasifikasi lokasi usaha; dan lain-lain secara
proporsional atau kondisi usaha antara tahun atau bulan yang sedang diperiksa
dengan tahun atau bulan sebelumnya,

(2) Data pembanding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperoleh
berdasarkan data yang ada di Badan Pendapatan Daerah atau sumber lain yang
dapat dipercaya.
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Pasal 20

(1) Dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sesudah saat terhutangnya pajak, Kepala
Badan Pendapatan Daerah atas nama Bupati dapat menerbitkan Surat
Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahaf (SKPDKBT) apabila ditemukan

data baru dan/atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan
penambahan jumlah pajak yang terhutang;

(2) SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat diterbitkan sebelum

didahului dengan penerbitan SKPDKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15
ayat (2);

(3) SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diterbitkan lebih dari 1
(satu) kali untuk masa pajak atau tahun pajak yang sama sepanjang ditemukan
lagi data yang belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah paijak
terhutang;

(4) Jumlah kekurangan pajak yang terhutang dalam SKPDKBT sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) ditambah dengan sanksi administratif berupa kenaikan
sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah kekurangan pajak tersebut;

(5) Sanksi administratif berupa kenaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2} tidak
dikenakan apabila Wajib Pajak melapor sendiri sebelum dilakukan tindakan
pemeriksaan.

Pasal 21 ¥

Dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sesudah saat terhutangnya pajak, Kepala Badan
Pendapatan Daerah atas nama Bupati dapat menerbitkan ;SKPDN jika jumlah pajak
yang terhutang sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau tidak terhutang dan
tidak ada kredit pajak.

Pasal 22

Bentuk, isi, dan tata cara pengisian formulir SKPDKB dan SKPDKBT sebagaimana
tercantum dalam Lampiran III dan Lampiran IV dan merupakan bagian yang tidak
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VIII
TATA CARA PEMBAYARAN ANGSURAN DAN
PENUNDAAN PEMBAYARAN PAJAK
Pasal 23

Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan secara tertulis untuk mengangsur atau
menunda pembayaran pajak yang masih harus dibayar dalam SPTPD, SKPDKB,
SKPDKBT, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan,
Putusan Banding, dan Putusan Peninjauan Kembali, yang menyebabkan jumiah
pajak yang terhutang bertambah kepada Bupati melalui Kepala Badan Pendapatan
Daerah.

Pasal 24

(1) Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, harus diajukan paling
lama 7 (tujuh) hari kerja sebelum saat jatuh tempo pembayaran hutang pajak
berakhir disertai alasan dan jumlah pembayaran pajak yang dimohon diangsur
atau ditunda;

(2) Apabila batas waktu 7 (tujuh} hari kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1}
tidak dapat dipenuhi oleh Wajib Pajak karena keadaan di luar kekuasaannya,
permohonan Wajib Pajak masih dapat dipertimbangkan oleh Kepala Badan
Pendapatan Daerah atas nama Bupati sesuai kewenangannya sepanjang Wajib
Pajak dapat membuktikan kebenaran keadaan di luar kekuasaannya tersebut.

—



»

Pasal 25

(1} Kepala Badan Pendapatan Daerah atas nama Bupati sesuai kewenangannya

(3)

(4)

(2)

menerbitkan Surat Keputusan atas Permohonan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 23 berupa menerima seluruhnya, menerima sebagian, atau menoclak paling
lama 7 (tujuh) hari kerja setelah tanggal diterimanya permohonan,;

Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat, Kepala
Badan Pendapatan Daerah atas nama Bupati tidak memberi suatu Keputusan,
permohonan Wajib Pajak dianggap diterima,;

Surat Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang menerima
seluruhnya atau sebagian, dengan jangka waktu masa angsuran atau
penundaan tidak melebihi 12 (dua belas) bulan kalender dengan

mempertimbangkan kesulitan likuiditas atau keadaan di luar kekuasaan Wajib
Pajak;

Terhadap hutang pajak yang telah diterbitkan Surat Keputusan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), tidak dapat lagi diajukan permohonan
untuk mengangsur atau menunda pembayaran.

BAB IX
TATA CARA PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN PAJAK
Pasal 26

Wajib Pajak dapat menggjukan permohonan pengurangan, keringanan dan
pembebasan pajak kepada Bupati melalui Kepala Badan Pendapatan Daerah
dengan cara sebagai berikut;

a. mengajukan surat permohonan pengurangan, keringanan dan pembebasan
pajak secara tertulis dalam Bahasa Indonesia paling lambat 10 (sepuluh)
hari kerja setelah diterimanya STPD, SPTPD, SKPDKB atau SKPDKBT
kepada Kepala Badan Pendapatan Daerah dengan alasan-alasan yang'jelas
dan dapat dipertanggungjawabkan disertai bukti pendukung atas pengajuan
pengurangan, keringanan dan pembebasan pajak;

b. berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf (a), Kepala
Badan Pendapatan Daerah melakukan analisa kelayakan atau pemeriksaan

lapangan atas permohonan pengurangan, keringanan dan pembebasan
pajak;
c. apabila alasan permohonan pengurangan, keringanan dan pembebasan

pajak dikabulkan, maka Kepala Badan Pendapatan Daerah menerbitkan
Surat Keputusan pengurangan pajak; '

d. apabila alasan permohonan pengurangan, keringanan dan pembebasan
pajak ditolak, maka Kepala Badan ~~rendapatan Daerah harus
memberitahukan kepada Wajib Pajak disertai dengan alasan penolakannya,

e. keputusan pemberian pengurangarmn, keringanan dan pembebasan pajak
harus disampaikan kepada Wajib Pajak paling lambat 3 (tiga) bulan kerja
sejak tanggal permohonan diterima.

Surat permohonan pengurangan, Kkeringanan dan pembebasan pajak
disampaikan dengan melampirkan antara lain :

a. fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau identitas pemohon;
b. ncémor NPWPD;

C. jeilis usaha atau izin usaha; dan

d. rﬁgalampirkan STPD, SPTPD, SKPD, SKPDKB, atau SKPDKBT.
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(3) Kepala Badan Pendapatan Daerah untuk dan atas nama Bupati berdasarkan

permohonan Wajib Pajak dapat memberikan pengurangan, Keringanan dan
pembebasan pajak dalam hal : '

a. terjadi suatu bencana alam (seperti kebakaran, kebanjiran, gempa bumi)
sesuai dengan Surat Keputusan Bupati;

b. pemberian stimulus kepada Wajib Pajak dengan memperhatikan
kemampuan Wajib Pajak;

c. usaha pengetasan kemiskinan;

Wajib Pajak mengalami kepailitan atau bangkrut sesuai dengan peraturan
perundang-undangan yang berlaku; dan

e. untuk kepentingan sosial, antara lain seperti pembangunan rumah ibadah,
panti yang dibangun dari dana masyarakat.

Pasal 27

Atas permohonan pengurangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1),
Kepala Badan Pendapatan Daerah untuk dan atas nama Bupati dapat memberikan
pengurangan, keringanan dan pembebasan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
setinggi-tingginya sebesar 50% (lima puluh persen) dari pokok pajak.

(1)

(3)

(4)

(3)

Pasal 28

Permohonan pengurangan dan keringanan Pajak Mineral Bukan Logam dan
Batuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1), dapat diberikan berupa
pemberian angsuran pembayaran pajak terutang atau penundaan pembayaran
pajak terutang; -

Pemberian keringanan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1}, dapat diberikan berdasarkan pertimbangan
keadaan tertentu yang dialami Wajib Pajak;

Apabila setelah waktu 3 (tiga) bulan Bupati tidak memberikan keputusan,
permohonan Wajib Pajak dianggap dikabulkan dengan ketentuan sebagaimana
dimaksud pada Pasal 26;

Bentuk dan isi Surat Permohonan angsuran pajak, ‘permohonan penundaan
pembayaran pajak dan Surat Keputusan Bupati tentang persetujuan angsuran
pembayaran pajak, persetujuan penundaan pembayaran pajak, penolakan
angsuran/penundaan pajak, pemberian pengurangan dan keringanan serta
pemberian pembebasan pajak sebagaimana tersebut;dalam Lampiran V dan
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB X
TATA CARA PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK
Pasal 29

Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian kelebihan
pembayaran pajak kepada Bupati melalui Kepala Badan Pendapatan Daerah;

Kepala Badan Pendapatan Daerah atas nama Bupati dalam jangka waktu paling
lama 12 (dua belas) bulan kalender sejak diterimanya permohonan pengembalian
kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus
memberikan keputusan;

Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilampaui,
Kepala Badan Pendapatan Daerah atas nama Bupati atau Pejabat yang ditunjuk
tidak memberikan keputusan, permohonan pengembalian kelebihan pembayaran
pajak dianggap dikabulkan dan SKPDLB harus diterbitkan dalam waktu paling

lama 1 (satu) bulan kalender;



(4) Apabila Wajib Pajak mempunyai hutang pajak lainnya, kelebithan pembayaran
pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) langsung diperhitungkan untuk
melunasi terlebih dahulu hutang pajak dimaksud;

(5) Pengembalian kelebihan pembayaran pajak dilakukan paling lama 2 (dua) bulan
kalender sejak diterbitkannya SKPDLB dengan menerbitkan Surat Perintah
Membayar Kelebihan Pajak (SPMKP);

(6) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran pajak dilakukan setelah lewat
waktu 2 (dua) bulan kalender sejak diterbitkannya SKPDLB, Bupati atau Pejabat
yang ditunjuk memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas
keterlambatan pembayaran kelebihan pajak. 77— —

Pasal 30

Apabila kelebihan pembayaran pajak diperhitungkan dengan hutang pajak lainnya,
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (4) pembayarannya dilakukan dengan
cara pemindahbukuan dan bukti pemindahbukuan juga berlaku sebagai bukti
pembayaran.

BAB XI

KRITERIA WAJIB PAJAK DAN PENENTUAN BESARAN OMZET SERTA TATA
CARA PEMBUKUAN ATAU PENCATATAN

Pasal 31

Kriteria dan besaran omzet Wajib Pajak adalah dengan besaran omzet paling sedikit
Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) per tahun.

Pasal 32
Tata cara pembukuan atau pencatatan dapat dilaksanakan sebagai berikut :

a. Wajib Pajak dengan peredaran usaha atau omzet paling sedikit
Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dalam 1 (satu) tahun, wajib
menyelenggarakan pembukuan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan
Indonesia atau prinsip pembukuan yang berlaku secara umum;

b. Wajib Pajak dengan peredaran usaha atau omzet kurang dari
Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dalam 1 (satu) tahun, dapat
dibebaskan dari kewajiban pembukuan, dengan persyaratan tetap diwajibkan
dilakukan pencatatan nilai peredaran usaha berupa pendapatan bruto secara
teratur, yang menjadi dasar untuk penghitungan pajak;

c. Pencatatan sebagaimana dimaksud pada huruf (b} diselenggarakan dengan
sebaik-baiknya dan harus mencerminkan keadaan atau kegiatan usaha
sebenarnya; dan

d. Pembukuan dan pencatatan serta dokumen lain yang berhubungan dengan
kegiatan usaha atau pekerjaan dari Wajib Pajak harus disimpan selama 5 (lima)
tahun. '

Pasal 33 -

Tata Cara Wajib Pajak menyelenggarakan pencatatan atas setiap transaksi

penerimaan pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf (b), adalah

sebagai berikut :

a. Wajib Pajak menyelenggarakan pencatatan tentang pendapatan bruto usahanya
secara lengkap dan benar;

. pencét,-atan diselenggarakan secara. kronologis berdasarkan urutan waktu;

C. apabil;:a Wajib Pajak memiliki lebih dari 1 (satu) unit usaha, maka pencatatan
dilakukan secara terpisah; dan

d. pencatatan didukung dengan dokumen yang menjadi dasar penghitungan pajak
berupa bon penjualan atau dokumsen lainnya.



ep3os uminy usideg vredo)y
siupsy weBuoQg rensag nuuq'es 9&;

9% YOWON 8102 NIHV., DNVIVIEMI NALYINGVS HVIEvVd VIRIEE
WVNVL SNWINONEH
P13
DNVIVIEH NALVINGVH HYYAVd SRIV.IAINES ‘fd
810¢ 1IN 8T TeS8ue) eped
Suedelay] 1p UENIUBPUNI(

NVINVA NILIVI
P33
‘ONVIVIAN LLVdNg
810T 1°IN 8¢ [essue) eped 1
Buedejay] 1p wexdersiiq
‘Suedeyoy] usyednqeyy yeiseq vineg urerep eAuueredususd u’éﬁuap Tug
nedng uernjersd weguepunguad wesyeluLoWRW ‘efurmnielsfusw fuejo denes redy
‘weyguepunip re88ue) eped nyeeq renw 1wy pedng weinjelsd
S€ resed

18] n¥ye[Ioq Yepn UeNeeAurp uep Inqedp (Lt JOWoN g10g unye], Suedelo)y
uorednges] yeleeq wileg) usmieg wep weSo] uesng [eruy Xefed 3Jueiusy
Z10Z unye], v JOWON Yelse( UeIniBlad weeussye[od Jnfunied Suejus) g10g unys],
g1 towoN uwedng ueinjelsd ‘muepeq mmuw rur pedng ueInjeiod yees eped

P€ 1858d '
dNLONId NVOALNILIM
IIX avd ’




LAMPIRAN

PERATURAN BUPATI KETAPANG

NOMOR 26 TAHUN 2018

TENTANG

TATA CARA PEMUNGUTAN

PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN

A. BENTUK FORMULIR PENDAFTARAN WAJIB PAJAK DAERAH

q

<

PEMERINTAN K& ﬁ?{’gﬁn | KETAPANG
J1. Letjen S. Parmii Np./66 Telp. (0534)-32155 Nomor Formulic
KETAPANG -KALIMANTAN BARAT l l | | I l | f
FORMULIR PENDAFTARAN

WAJIB PAJAXK DAERAH

Kepada Yth.
Kepala Badan Pendapatan Daerah
Kabupaten Ketapang
di -
Ketapang
PERHATIAN :
1. Harap diisi dalam rangkap 2 (dua) ditulis dengan huruf CETAK
2. Beri tanda ¥ pada kotak yang tersedia untuk jawaban yang tersedia

3. Setelah Formulir Pendaftaran ini diisi dan ditanda tangani, harap diserahlan kembali kepada
Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Ketapang

Y

DIIST OLEH WAJIB PAJAK DAERAH

a

1. Nama Badan/Merek Usaha
2. Alamat (photo copy Surat Keterangan Domisili dilampirkam_

a. Jalan © ieeeasraesiessssrassesresssesaurdbeatetebae e ER AN N e R E e Ayt e randasaatnrnaas
b. RT/RW © eeeeeesteereieereesesbeseeeb b aE A aN Yot ar et vae st et sna e neesannsarsenrinas
¢. Kelurahan/Desa

d. Kecamatan 3 T VRPN

e. Kabupaten/Kota U PO TSP P PP PPN T
f. Provinsi D eeereeemteeratetneeieasesesrarsassiattetenanennnyeies ke Aete PNeeRORNTaeREY IR L arn te R s
g. Nomor Telepon/HP L raeeversesestassesensberetsiinteReNeNeaENEer Y aTaEa et e nn rerren e me A RS

. Kode Pos T T 111

3. Surat Izin yang dimiliki (photo copy Surat Izin harap dilampirkan )

a. Surat Izin Tempat Usaha : [ T Y
b. Surat Izin .......... rssirsesierieres . No. coeurnns fresaiescennsentas . Tl ciicreirecnenreiiaenn
¢. Surat Izinn ........... Cemmersrssneanes NO. civerinirerssarssonisrssencens Tel. ... .

4. Bidang Usaha (hérap diisi sesuai dengan bidang usahanya)
[ ] Hotel
: Restoran

Hiburan

B _Penyelenggaraan Reklame

[ lf’engambilan dan/atau Pengusahaan Sarang Buruny Walet
B Pengambilan dan/atau Pemanfaatan Air Tanah

|| Pengembilan Mineral Bukan Logam dan Batuan

B Penggunaan Tenaga Listrik

[ Penyelenggaraan Parkir

dilanjutican pada halaman 2




KETERANGAN PEMILIK ATAU PENGELOLA

5. Nama Pemilik/Pengelola
6. Jabatan :
7. Alamat tempat tinggal

a. Jalan

b. RT/RW

¢. Kelurahan

d. Kecamatan

e. Kabupaten /Kota

f. Provinsi

g. Nomor Telepon/HP

h. Kode Pos

8. Kewsajiban Pajak

Pajak Hotel Pajak Saraimg Suiuag Walet
Pajak Restoran Pajak Penerangan Jalan
Pajak Hiburan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
Pajak Reklame Pajak Air Tanah
Pajak Parkir
Ketapang, .....
Nama Jelas
Tanda tangan
DIISI OLEH PETUGAS PENERIMA/PENCATAT DATA
Diterima Tanggal NPWPD yang diberikan :
Nawma Petugas Lt TP T T T LTI TTI]
NIP
Tanda tangan
- Potong disini
Nomeor Formulir :
TANDA TERIMA

Nama
Alamat

Ketapang, ......cccccveiiivanvurs i icsmnnonen

Yang Menerima

Salj.nan Sesuai Dengan Aslinya

NIP. 19700617 200003 1 001

BUPATI KETAPANG,

ttd

MARTIN RANTAN




LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI KETAPANG
NOMOR 26 TAHUN 2018
TENTANG
TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK

™ MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN

—

BENTUK FORMULIR SPTPD PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN

PEMERINTAH KABUPATEN KETAPANG NO. SPTRPD orereeessesrseones
BADAN PENDAPATAN DAERAH . : e
JL Letjen S.. Paman No' 66 Ketapang Masa Paj?k A RN EE R RS Rk hannny e r et ie ey
Telepon/Faximile (0534)-32155 Tahun Pajak 1.
SPTPD

(SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH)
PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN

Kepada Yih.
NEWPD Kepala Badan’ Pendapatan Daerah
l I | l | ] I [ 1 l l L ] | ‘ij(.abupalenKela'pang
l-
KETAPANG
PERHATIAN :

1. Harap diisi dalam rangksp 6 (enam) ditulis dengan huruf CETAK

2. Berinomer padakotak [__] yang tersedia untuk jawaban yang diberikan

9 3. Setelah diisi dengan jelas, benar, lengkap dan ditanda tangani, untuk selanjutnya disampaikan kembali kepada

- Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Ketapang paling lama 15 {ima belas) hari setelah berakhimya masa pajak

4. Keterlambatan penyerahan dari tanggal tersebut diatas akan dikenakan sanksi admiristrasi berupa bunga sebesar
2 % (dua persen)

A. DilS] OLEH WAJIB PAJAK

IDENTITAS SUBJEK PAJAK

Nama Wajib Pajak et e eyt YRSt re et b et e LS e bbbttt tent et erenranevenreert et tent e ee et ranteaes
ARIMEL e oo eevereee et ee ettt
Kelurahan/Desa et e en e RT/RW

Kecamatan et et Kahupaten

Nomor Telepon/HP

ok @b

Nama Badan usaha
AIBIMBE e e e et ettt ettt ettt en e e e
Kelurahan/Desa . RT/RW

......................................

Kecamatan . Kabupaten

L mNm

B. DATA PENGAMBILAN DAN PEMANFAATAN OBJEK PAJAK

DATA OBJEK PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN

1. LokasiTempat Pengambilan/Pemanfagtan/PembBalian & .......ccooveoereeineeeesesseeeeseessaeseneses s mtse e eees seemsesnens
2. AUPINOKONIGKITGE o oo scsee e ssmeene s semeses s serese s esesesss s st e oo
3. Alamat Y ereitreseseanrraraenreeeeranee
4. Kelurahan/Desa et RT/RW e
5. Kecamatan : Kabupaten  : . ..o
Nama Mineral - Volume / Tonase Nilai Pasar / Harga Nilal Jual (Rp)
No Bukan Logam dan (m¥Ton) Standar (Kolom 3 x Kolom 4)
Batuan (Rp)
1 2 3 4 5
7 ;
2
3
4
Dasar Pengenaan Pajak
Tarif Pajak (sesuai Perda) 15%
Pokek Pajak Terhutang
Keterangan : e
-\_\ Nama Miner@l Bukan Logam dan Batuan :
/ 1| Grafit (6] Mika 11 | Fire Clay
- 2 | PasiéKuarsa 7 Magnesit 12 | Zeolit
3 Fosﬁ,t 8 Yarosit 137 | Kaolin
4| Asbes 9 1 Oker 14 | Feldspar
s | Talk 10 } Ball Clay [T [

Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan lainnya sesual dengan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2017




C. DIISI OLEH WAJIB PAJAK SELF ASSESMENT

dalam Tahun Pajak Terentu) :

apr

ditetapkan 30 ({tiga puluh) har sejak terhutangnya pajak.

3. Tempat Pembayaran Pajak Mineral Bukan Logam dan Baluan dilakukan pada Kas
Bendahara Penerima Badan Pendapatan Daerah Kabupalen Ketapang.

4. Tanggal Jatuh Tempo Pembayaran dan Penyetoran Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan yang tehrutang

1. Jumlah Pembayaran dan Pajak Terhutang untuk Masa Pajak sebslumnya {akumulasi dari awal Masa Pajak

a. Masa Pajak N | S -3/« [ Tahun
b, DasarPengenaan
(Jumlah Pembayaran yang diterima) TORP e s e s
c. Tarf Pgjak (sesuai Perda) :  15% {sepuluh persen)
d. Pajak Terhutang (b xc) D ORD. e
2. Jumlah Pembayaran dan Pajak Terhulang untuk Masa Pajak sekarang (lamparkan foto copy dokumen)
a. MasaPajak DTGl ccccvicninineeenn 8 s Tahun ..
b. DasarPengenaan
(Jumldh Pembayaran yang diterima) RP. eeereecnniinrirsnesiine e nimaee e s sneanrssansns
¢ Tanf Pajak (sesuai Perda) 15% (sepuluh persen)
d. Pajak Terhutang (b xc) L RP. et as e e e e

Umum Daerah melalui

D. PERNYATAAN

* diatas beserta [ampiran-lampirannya benar, lengkap dan jelas.

Dengan menyadari sepenuhnya akan segala akibat temmasuk sanksi-sanksi sesuai
perundang-undangan yang berlaku, saya alau yang saya beri kuasa menyatakan apa yang telah kami heritahukan tersebut

dengan ketentuan

Ketapang, ...
Wajib PajakIKuasa Wajlb Pajak

Nama Jelas

E. DlIS| OLEH PETUGAS PENERIMA BADAN PENDAPATAN DAERAH

menyatakan bahwa :

» Data Objek Pajak yang tercantum dalam SPTPD telah sesuai

» Nilai Pajak Terhutang yang tercantum dalam SPTPD telah sesuai
@ Data Pendukung Penctapan Pajak telah sesuai

Nomor Registrasi Bidang Pengelolaan Penerimaan Daerah
Catatan Petugas

Diterima Tanggal & oo
Nama Petugas
—~ NIp

Tata Cara perhitungan dan Penetapan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
Self assesment (menghitung dan menetapkan pajak sendiri)
Setelah melakukan pemeriksaan dan penelashan SPTPD dan dokumen pendukung dari Wajib Pajak, dengan ini kami

Nama Jelas

Potong disini

Nomor SPTPD
Tanggal Penerbitan : ......
NPWPD -
Nama Wajib-Pajak
Alamat

-----------------------------------

Ketapang,
Oleh:

Nama Jelas

Catatan:
Lembar ] : untuk Wajib Pajak
Lembar 2 : untuk Bendahara Peoerima
Lembar 3 : untuk Bidang PBB dan BPHTB
Lembar 4 : untuk Bidang Pengelolaan Penerimaan Daerah
Lembar § : untuk Bidang Pengendalian dan P3D
Lembar § : untuk Bidang Pelaporan dan Evaluasi

:’b, \\ Salinan Sesuai Dengan Aslinya
EC\ Kepala. Bagian Hukum Setda

NIP. 1_9700?17 200003 1 001

i

BUPATI KETAPANG,
ttd

MARTIN RANTAN




Lampiran i

PERATURAN BUPATI KETAPANG

NOMOR 26 TAHUN 2018

TENTANG

TATA CARA PEMUNGUTAN

PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN

A. BENTUK SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH KURANG BAYAR [SKPDKB)

NPWPD
Tanggal Jatuh Tempo

SKPDKB U
{SURAT KETETAPAN PAIAK DAERAH KURANG BAYAR) Nomor Urut

Masa PaJaK | rververenisnisssesssas e sensensnnens VLT T T

Tahun Pajak:  cocccccmnseesecsscossensonmnesnnas
Nama :
Alamat
Kelurahan/Desa : RT/RW :
Kecamatan : . Kabupaten

. Berdasarkan Pasal 13 Peraturan Daerah Kabupaten Ketapang Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
telah dilakukan pemeriksaan atau keterangan lain atas pelaksanaan kewajiban Wajib Pajak :

Nama Pajak :
Kode Rekening Pajak

Il. Dari pemeriksaan atau keterangan lain tersebut diatas, penghitungan jumlah .P‘a_jac_\féng- masih harus dibayar adalah sebagai berikut :

1. Dasar Pengenaan 11 o I
2. Pajak yang Terhutang RP. eveemresenaninesnencnnanin
3. Kredit Pajak :
a. Kompensasl kelebihan dari tahun sebelumnya 11 TS
b. Setoranyang dilakukan RP. cecnnenirersrsammesssnasras
¢. lain-lain 11 « T
d. Jumlah yang dapat dikreditkan (3a+3b+3c) ' 3 S
4. lumlah Kekurangan Pembayaran Pokok Pajak (2-3d) (TN
5. Sanksi Administrasl :
a. Bunga 2% (dua persen) _ 7
b. Kenaikan .....% dari Pokok Fajak 11+ TR
c. Jumlah Sanksi Administrasi (5a+5b) RP. crssnmnrmssissrssniannens
6. Jumlah yang maslh harus dibayar {4+5¢) RP. covnrmnnermecinresanssennn

Dengan HUrdf : ....vceeeevrevsnccnnn.

PERHATIAN :

1. Harap pembayaran dilakukan sekaligus atau lunas pada Kas Umum Daerah melalui Bendahara Penerima Badan Pendapatan Daerah,
sesuai dengan waktu dan tempat yang ditentukan dengan menggunakan Surat Setoran Pajak Daerah (S5PD).

2. Apabila SKPDKB ini tidak atau kurang dibayar setelah lewat waktu paling lama 30.{tiga puluh} hari sejak SKPDKB ini diterima dikenzkan
sanksi bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan.

- Ketapang, .....courssernnisrss TAAUN woirsaenes
KEPALA BADAN,

{Narng, NIP, Pangkat, cap dan ttd}

Potong Disinf
" TANDA TERIMA SKPDKB DItRFiMA, +eeeeseeseermesmsenas EE) worerenenneenneeees
Nomor SKPDKB D enrerevenreseerranseranesranassanesnar enrunasneen oleh :
Tanggal Penerbitan
NPWPD .
Nama Wajib Pajak
Alamat Nama Lengkap & Tanda Tangan
Salinan -Sesuni Dengan Aslinya
\4
ﬂ Hepala Bagian Hukum Setda . BUPATI KETAPANG,

ttd

MARTIN RANTAN




Lampiran IV
PERATURAN BUPATI KETAPANG
NOMOR 26 TAHUN 2018
TENTANG
. TATA CARA PEMUNGUTAN
"!' PAJAK IMINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN

A. BENTUK SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH KURANG BAYAR TAMBAHAN (SKPDKBT)

‘f__,' BATEN KETAPANG SKPDXBT
KHETYN DAERAH (SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH KURANG BAYAR TAMBAHAN) Nomor Urut
fip. (0534} - 32155 Masa Pajak : ... TTTmeiaa LT T 17 7171
YENTAN BARAT TahUun PRjak:  eceeseesscimemsrsscsionse. ——
Nama
Alamat :
Kelurahan/Desa : RT/RW
Kecamatan : Kabupaten
NPWPD : ,
Tanggal Jatuh Tempo L. et eaSata AR AP AR PSS e baa e b dv e e enanant nanan
' l. Berdasarkan Pasal 13 Peraturan Daerah Kabupaten Ketapang Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
telah dilakukan pemeriksaan atau keterangan lain atas pelaksanaan kewajiban Wajib Pajak :
Nama Pajak
Kode Rekening Pajak

ll. Dari pemeriksaan atau keterangan lain tersebut diatas, penghltungan jumlah Pajak yang masih harus dibayar adalah sebagai berikut :

1. Dasar Pengenaan RP. wveersresmnserssssnarsennes
2. PajJak yang Terhutang BB cronsrsresmassrssessssacases
3. Kredit Pajak :

a. Kompensasi kelebihan dari tahun sebelumnya

b. Setoran yang dilakukan

¢. Lain-Lain

d. Jumlah yang dapat dikreditkan {3a+3b+3c)
4. Jumiah Kekurangan Pemhayaran Pokok Pajak (2-3d) 11« O,
5. Sanksi Administrasi

a. Bunga 2% (dua persen)

b. Kenaikan ..... 9% dari Pokok Pajak

¢. Jumlah Sanksi Administrasi (5a+5b)
6. Jumlah yang masih harus dibayar {4+45¢)

DENGOR HUFUF & .o ceresiesme itassessst s ssssases rassasssnsnensan aressse sassses sanes bra bas Fatas sos EE SRRELS 10 RPE 101 RRFAFaRRET SRS 4PARE FORRS LSRR AL 041 s h0 RurasRsRRObarasans

»/

PERHATIAN :

1. Harap pembayaran dilakukan sekaligus atau lunas pada Kas Umum Daerah melalui Bendahara Penerima Badan Pendapatan Daerah,
sesuai dengan waktu dan tempat yang ditentukan dengan menggunakan Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD).

2. Apabila SKPDKB ini tidak atau kurang dibayar setelah lewat waktu paling lama 30 (tiga puluh} hari sejak SKPDKB ini diterima dikenakan
sanksi bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan.

Ketapang, v Tahun s
KEPALA BADAN,

{Namo, NIP, Pangket, cgp dan ttd)

potong DIsini -
TANDA TERIMA SKPDKB Diterima, ..coccrimessrineas 114 S

Nomor SKPDKB ! : Oleh:

Tanggal Penerbitan

NPWPD

Nama Wajib Pajak S s )

Alamat : : Namo Lengkap & Tanda Tongan
.

' Salinan Sesuai Dengen Aslinya
ﬁ\\p Kepala Bagian Hukum Setda BUPATI KETAPANG,
ttd
e e MARTIN RANTAN

T DANMYANOUAIT @ wrr



LAMPIRAN V

PERATURAN BUPATI KETAPANG NOMOR 26 TAHUN 2018
TENTANG

TATA CARA PEMUNGUTAN

y ) PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN
A. BENTUK SURAT PERMOHONAN ANGSURAN PAJAK

Ketapang, ....cc-veeeveeeecnnneene. Tahun ...
Hal : Permohonuan Angsuran Pajal Kepada, Yth :

Bapak Bupat.t Ketapang

Up. Kepala Badan Pendapatan Daerah

Kabupaten Ketapang
Di-
Ketapang
Yang bertanda tangan dibawah ini :
Nama Pemilik/Pengelola
Alamat
Kelurahan/Desa RT/RW
Kecamatan : Kabupaten
Bertindak selaku : 1 Wajib Pajak
i I:I Pengurus I:I Kuasa dari Wajib Pajak
- Nama/Merek Usaha :

NPWPD
Alamat
Kelurahan/Desa RT/RW
Kecamatan Kabupaten
Menyatakan masih mempunyai hutang pajak berdasarkan :
] steD [_] sKPDKB [ ] SKPDKBT [] skeD

:l SK. Keberatan |:I SK. Pembetulan

Nomor Urut

D Surat Putusan Banding

Nomor Ketetapan

Bulan :

Berjumlah : Rp.

Terbilang

Dengan ini saya mengajukan permohonan agar kiranya hutang pajak tersebut dapat disetor dengan cara angsuran

sebanyak «...vceees {vevrenneans ) kali dengan masing-masing terscbut dibawah dan akan lunas seluruhnya paling lambat
_l tanggal ...ccoiviinninniieninann
__1—> Rincian Angsuran
TANGGAL PENYETOR JUMLAR ANGSURAN
TGl et s st e Tal .. e
Tgl .. . Tgl ... crernanne
7 O vesens Tgl .oue.eeeet Seeserersstentiareintaarantaresensens
Tgl Tgl coveierimanans .
Alasan mengajukan permohonan angsuran inj : T
Demikian permohonan saya dengan harapan dapat dipenuhi.
Hormat saya,
PEMOHON
N R S )
k3
o Splinan Sesual dengan aslinya BUPATI KETAPANG,
\C Hepala Baglag)Hukum Setda
i HKabupat g ted
MARTIN RANTAN




B. BENTUK SURAT PERMOHONAN PENUNDAAN PEMBAYARAN PAJAK

. Ketapang, ...ccoceenvvcsviniieeee. Tahun ... ...

.Hal : Permohonan Penundaan Pembayaran Pajal

Kepadas, Yth :

Bapalk Bupati Ketapang
Up. Kepala Badan Pendapatan Daerah
Kabupaten Ketapang
Di-
Ketapang
Yang bertanda tangan dibawah ini :
Nama Pemilik/Pengelola
Alamat :
Kelurahan/Desa : RT/RW
Kecamatan : Kabupaten
Bertindak selalm : | ' Wajib Pajak
|:I Pengurus D Kuasa dari Wajib Pajak
Nama/Merek Usaha :
NPWFPD : W
‘Alamat
*elurahan [Desa : RT/RW
Kecamatan : Kabupaten

Dengan ini saya mengajukan permechonan penundaan pembayaran atas SKPD/SKPDKB/SKPDKRBT dengan

Nomor Urut,

Nomor Ketetapan

Bulan

Begjumlah : Rp.

Terbilang

Yang akan jatuh tempo tanggal ............ Bulan ...... Tahun ........; 8gai kiranya tanggal jatuh tempo dapat

diperpanjang atau ditunda pembayarannya hingga tanggal pada tanggal .......... Bulan ......... Tahuf .....ccoveenns

Alasan mengajukan permchonan angsuran ini :

»

Demikian permohonan saya dengan harapan dapat dipenuhi.

Hormat saya,
PEMOHON
(N )
@;\v Salinan Sesuai dengan sslinya BUPATI KETAPANG,
Kepala B Hulum Setda ]
Kabupalén Kefapaldg : ttd

ﬂ MARTIN RANTAN
EDI RADIANSYAH, SH.| MH

NIP. 19700\?17 200003 1 001



C. BENTUK SURAT KEPUTUSAN PERSETUJUAN ANGSURAN PEMBAYARAN PAJAK

Menimbang

v

Mengingat

Menetapkan
KESATU

KEDUA

PEMERINTAN KABUPATEN KETAPANG .
BADAN PENDAPATAN DAERAH
JL. Letjen S. Parman No.66 Telp. (0534) — 32156 Kode Pos 78813
KETAPANG
KALIMANTAN BARAT

KEPUTUSAN BUPATI KETAPANG
NOMOR ...../BAPENDA-/........

TENTANG
PERSETUJUAN ANGSURAN PEMBAYARAN PAJAK

BUPATI KETAPANG,

a. bahwa dilakukan penelitian, alasan dan bukti yang disampaikan oleh Wajib Pajak dalam
mengajukan permohonan untuk menunda pembayaran hutang pajak berdasarkan
................................... , telah memenuhi persyaiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat
{4) Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 14
Tahun 2011 tentang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan.

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf (a), perlu ditetapkan
dengan Keputusan Bupati.

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah {Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nemor 5049);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah yang dipungut
berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau dibayar sendiri oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tehun 2010 Nomer 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5179); . '

3. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 14
Tahun 2011 tentang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuen (Lembaran Daersh Kabupaten
Ketapang Tehun 2017 Nomor 11);

MEMUTUSKAN

Berdasarkan penelitian terhadap permohonan Wajib Pajak ¢
a. Nama Wajib Pajak

b. NPWPD :
c. Alamat D eeharebeseer et et a b et rnearr i e e r s ra e e

Dengan ini diberikan persetujuan untuk mengangsur pembayaran pajak berdasarkan

.........................................................

..................... areeae NOIROT wivurercinsnsrerennnnnnn: Tahun Pajak i, sebesar Rp v,
sebanyall cioiiiniiiiciciiinninie- kali, dengan ketentuan sebagai berikut :
Angsuran Jatuh Tempo Bunga
Angsuran {Rp) Pembayaran (Rp)

Keputusan ini bulat berlaku pada tanggal ditetapkan.
Ditetapkan di Ketapang
Pada tanggal .vccoevnninneineseneninn

a.n, BUPATI KETAPANG
KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH

KABUPATEN KETAPANG
[nama dan ttd)
Salinan Sesual dengan aslinya BUPATI KETAPANG,
Kepala Bagiag Hulkum Setda
Kabupat ttd

®

EDI RADIANEYAH, SH), MH
NIP. 19700617 200003 1 001

IARTIN R.AN TAN




D.

tAm— e

BENTUK SURAT KEPUTUSAN PERSETUJUAN PENUNDAAN PEMBAYARAN PAJAK

PEMERINTAN KABUPATEN KETAPANG
BADAN PENDAPATAN DAERAH
JL. Letien S. Parman No.66 Telp. (0534) — 32156 Kode Pos 78813
KETAPANG
KALIMANTAN BARAT

KEPUTUSAN BUPATI KETAPANG
NOMOR ...../BAPENDA-/ ........

TENTANG

PERSETUJUAN PENUNDAAN PEMBAYARAN PAJAK

BUPATI KETAPANG,
Menimbang a. bahwa setelah dilakukan penelitian, alazan dan bukti yang disampaikan oleh Wajib Pajak dalam
mengajukan  permchonan untuk menunda pembayaran hutang pajak berdasarkan
............................................. , telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal
z‘:“ 14 ayat {4) Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah
il 4 Nomor 14 Tahun 2011 tentang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan.
LY
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf (a), perlu ditetapkan
dengan Keputusan Bupati.
Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5049);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah yang dipungut
berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau dibayar sendiri oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara
Repubiik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5179);
3. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 14
Tahun 2011 tentang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (Lembaran Daerah Kabupaten
Ketapang Tahun 2017 Nomor 11);
MEMUTUSKAN i
Menetapkan "
KESATU Bahwa berdasarkan penelitian terhadap permohonan Wajib Pajak :
. a.  Nama Wajib Pajak :
b. NPWPD PN Ve
c. Alamat N
Dengan ini diberikan persetujuan untuk menunda pembayaran pajak berdasarkan ... Nomor
.......... Tahun Pajak ... yYang jatuh tempo pada tanggal ... 88besar ceiene: Rpe v,
dengan ketentuan sebagai berikut :
1. Ditunda sampai dengan tanggal .......... , dan
2. Dikenai sanksi administrasi berupa bunga sebesar Rp. .oooovveinn {cerenennenns )

KEDUA

Keputusan ini bulat berlaku pada tanggal ditetapkan,

Ditetapkan di Ketapang
Pada tanggal .cc.evciiineconannnnninenn

a.n. BUPATI KETAPANG

KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN KETAPANG

{Nama, ttd dan ttd)

Salinan Sesuai dengan aslinya
Q\U Kepala Bagian Hukum Setda

Kabupat I}etapa.n
A,/ )
EDI RADIAYSYAH, SH., MH

NIP. 19700617 200003/1 001

—_—

BUPATI KETAPANG,
ttd

MARTIN RANTAN



&

E. BENTUK SURAT KEPUTUSAN PENOLAKAN ANGSURAN/PENUNDAAN PEMBAYARAN PAJAK

»

PEMERINTAN KABUPATEN KETAPANG
BADAN PENDAPATAN DAERAH
JL. Letjen S, Parman No.86 Telp. (0534) - 32156 Kode Pos 76813
KETAPANG
KALIMANTAN BARAT

Menimbang

H

KEPUTUSAN BUPATI KETAPANG
NOMOR ...../BAPENDA-/........

TENTANG
PENOLAKAN PERMOHONAN ANGSURAN/PENUNDAAN PEMBAYARAN PAJAK

BUPATI KETAPANG,

a.  bahwa setelah dilakukan peneclitian, ternyata alasan dan bukti yang disampaikan oleh Wajib Pajak
dalam mengajukan permchonan untuk mengangsur/menunda pembayaran hutang pajek tidak
memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (4) Peraturan Daerah Nomor
11 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2011 tentang Pajak
Mineral Bukan Logam dan Batuan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf (g), perlu ditetapkan
dengan Keputusan Bupati.

Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomer 130, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5049);
2.  Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah yang dipungut
berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau dibayar sendiri oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5179);
3. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2017 tentung Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 14
Tahun 2011 tentang Pajak Mineral Bukan Lcgam dan Batuan {Lembaran Daerah Kabupaten
Ketapang Tahun 2017 Nomer 11});
MEMUTUSKAN
Menetapkan
KESATU Bahwa berdasarkan penelitian terhadap permohonan untuk mengangsur/menunda pembayaran hutang
pajak yang diajukan oleh Wajib Pajak :
a. Nama 1 reretsseesresieasensass st ta st sttt rerana srnann
b. NFWPD D reetterierernters s st v aes tansarsaatseraieata
c. Alamat Y
Dengan ini dinyatakan ditolak.
N KEDUA Penolakan Permohonan untuk mengangsur/menunda -pembayaran hutang pajak
— sebagaimana dimaksud pada dictum KESATU, maka Wajib Pajak wajib melunasi pajak
terhutang 7 (tujuh) hari setelah diterimanya Keputusan ini.
KETIGA Keputusan ini bulat berlaku pada tanggal ditetapkan.
Ditetapkan di Ketapang
Pada tanggal ...c.cccoevcinriivennennns .
a.n. BUPATI KETAPANG
KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN KETAPANG
{(nama dan tid)
ﬂ\& Salinan Sesual dengan aslinya BUPATI KETAPANG,
Kepala Bagiap Hukum Setda
ttd

@'

MARTIN RANTAN



F.

BENTUK SURAT KEPUTUSAN PEMBERIAN PENGITRANGAN DAN KERINGANAN PAJAK

Menimbang

.

Mengingat

Menetapkan
KESATU

KEDUA

KETIGA

()

PEMERINTAH KABUPATEN KETAPANG
BADAN PENDAPATAN DAERAH

JI. Letjend, 8. Parman No. 66 Ketapang — Provinsi Kalimantan Barat Kode Pos 78813
Telepon/Faximile (0534) - 32155, e-mail : bapenda.ketapangkab@amail.com

KEPUTUSAN BUPATI KETAPANG
NOMOR ..... /BAPENDA-/.....

TENTANG.
PEMBERIAN PENGURANGAN DAN KERINGANAN
PAJAR MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN YANG TERUTANG

BUPATI KETAPANG,

bahwa berdasarkan hasil penelitian dan/atau pemeriksaan atas pengurangan Pajak Mineral
Bukan Logam dan Batuan yang terutang sebagaimana djtuangkan dalam Berita Acara
Pemeriksaan Kantor/Lapangan Nomor 970/...../BAPENDA- Tanggal ..... Bulan ..... Tahun .....
, terdapat cukup alasan untuk memberikan pengurangan dan keringanan Pajak Mineral
Bukan Logam dan Batuan;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf (a), perlu ditetapkan
dengan Keputusan Bupati.

. Undang~Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 tcivor 130, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indenesia Nomor 5049);

. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah yang dipungut

berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau dibayar sendiri oleh Wajib Pajak (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5179);

. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2011 ientang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2017 tentang
Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pajak Mineral Bukan
Logam dan Batuan (Lembaran Daerah Kabupaten Ketapang Nomor 11);

. Peraturan Bupati Nomor 26 Tahurn 2018 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Mineral Bukan

Logam dan Batuan (Berita Daerah Kabupaten Ketapang Tahun 2018 Nomor 26).
MEMUTUSKAN

Mengabulkan seluruhnya/sebagian permohonan pengurangan dan keringanan Pajak
Mineral Bukan Logam dan Batuan yang terutang kepada unb Pa_jak sebagau berikut :

Nama Wajib Pajak R,
Alamat
Lokasi Objek Pa_]ak FheaeniseehNEesapaantN s paony e se s bnsatn besnea beaasansarann
Kelurahen/Desa
Kecamatan D rer e e r A e EeE T AR EeheEeERE S LR ST aRS R EE e RN NS L eNReY ANy e R aeesennrRes ven s en
Kabupaten 1

R L L T T I Y T L P R T

REopeOp

Sesuai dengan Keputusan sebagaimana dim aksud pada diktum KESATU, maka besanya

Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan yang, seharusnya dibayar sebagai berikut :

a. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan yang terutang @ Rp. v,

b. Besarnya Pengurangan (..... % x Rp. -..eiil) ! RP v e

c. Jumilah Pajak yang seharusnya dibayar S 23
Sebesar : { YR

Keputusan ini mulau berlaku pada tanggal dltctapkan

ik
L]

Ditetapkan di Ketaﬁa.ng
Pada tanggal «.vvciveiiiaiininenna

a.n. BUPATI KETAPANG
KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH

KABUPATEN KETAPANG
[nama dan ttd) ,
|
Kepala, Bagianf) Hukum Setda *
ttd

MARTIN RANTAN




G. BENTUK SURAT KEPUTUSAN PENMBERIAN PEMBEBASAN PAJAK

¢

Menimbang ! a

Mengingat ¢ 1.

PEMERINTAH KABUPATEN KETAPANG
BADAN PENDAPATAN DAERAH

JI. Letjend. S. Parman No. 86 Ketapang — Provinsi Kalimantan Barat Kode Pos 78813
Telepon/Faximile (0534) — 32155, e-mail : baperda ketapangkab@gamail.com

KEPUTUSAN BUPATI KETAPANG
NOMOR ..... /BAPENDA-/.....

TENTANG
PEMBERIAN PEMBEBASAN
PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN YANG TERUTANG

BUPATI KETAPANG,

bahwa berdasarkan hasil penelitian dan/atau pemeriksaan atas pengurangan Pajak Mineral
Bukan Logam dan Batuan yang terutang sebagaimana dituangkan dalam Berita Acara
Pemeriksaan Kantor/Lapangan Nomor 970/ ...../BAPENDA- Tanggal ..... Bulan ..... Tahun ..

, terdapat cukup alasan untuk memberikan pembebasan Pajak Mmeral Bu.kan Logam dan
Batua.n,

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf (a), perlu ditetapkan
dengan Keputusan Bupati.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130 Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5049);

. Peraturan Pemerintah Nomor %1 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah yang dipungut

berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atan dibayar sendiri oleh Wajib Pajak {Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5179);

. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2011 tentang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2017 tentang
Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pajak Mineral Bukan
Logam dan Batuan (Lembaran Daerah Kabupaten Ketapang Nomor 11});

. Peraturan Bupati Nomor 26 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Mineral Bukan

Logam dan Batuan (Berita Daerah Kabupaten Ketapang Tehun 2018 Nomor 26).

MEMUTUSKAN
Menetapkan : :
KESATU ¢ Mengabulkan seluruhaya permohonan pembebasan Pajak Mineral Bukan Logam dan
Batuan yang terutang kepada Wa_ub Pajak sehagsu berikut :
a. Nama Wajib Pajak : ....... eerresesiraiianes
b. Alamat N ve
¢. Lokasi Objek Pa_]ak
d. Kelurahan/Desa ! .cccirmeiiiiemesmisiisiismramsireomssesss seessson
‘, e. RT/RW Dresresinns . vt e et Srbresumasarsanarnseannen
’ f. Kecamatan RN .
g. Kabupaten : e .
KEDUA Sesuai dengan Keputusan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, maka besarnya
Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan yang seharusnya dibayar sebagai berikut :
a. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan yang terutang @ Rp. cceee o mennnen,
b. Jumlah Pajak yang seharusnya dibayar : Rp. O
Sebesar : { NOL RUPIAH }
KETIGA :  Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Ditetapkan di Ketapang
Pada tanggal ..
a.n., BUPAT! KETAPANG
KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN KETAPANG
mm
@ . |
Salinan Sesuai dengan aslinya BUPATI KETAPANG,
‘0\@‘ Kepala Bagijan Hukum Setda
Kabupggjen Keta% ttd
v MARTIN RANTAN
EDI RADIANSYAH, SH., MH

NIP. 19700617 200003 1 001




